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BP Haji Naik Kelas Nienjadi
Kementerian Haji & Umrah

Badan Penyelenggara Hali (BP Haji) akan berubah men|adi
Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan ini diharapkan akan
menjadi terobosan di bidang haji dan umrah. Lantas, apa saja
yang akan dilakukan kementerian ini?

DPR resmi Revisi Undang-Undang
{RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah men-

o. hasil revisi undang-undang
tersebut. Marwan menjelaskan, salah satu poin utama revisi
adalah perubahan kelembagaan penyelenggara ibadah haji dan
umrah yang BP Haji, kini
menjadi Kementerian Haji dan Umrah,
"Panja Komisi Vill DPR Rl dan Panja Pemerintah Republik
bersepakat, ber-

Jadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Parle-
men, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Pengesahan dilakukan setelah

bentuk Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Marwan dalam

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad jal selaku
rapat, meminta persetujuan kepada seluruh anggota yang
hadir.

"Apakah Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perjalanan Haji
dan Umrah dapat setuju untuk disahkan menjadi undang-
undang?” tanya Cucun di ruang rapat.

"Setuju,” jawab para anggota DPR serentak.

Sebelum persetujuan diambil, rapat paripurna terlebih da-
hulu mendengar laporan Ketua Komisi VIII DPR RI Ma rwan

DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK

Wakil BP Haji
Tahun Ini, Kami
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Kementerian Haji dan Umrah nanti
akan menjadi otoritas tunggal
penyelenggaraan dan pengelolaan
haji Indonesia. Mulai dari
penyelenggaraan, pelayanan dan
pengembangan ekonomi haji.
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Menurut dia, kehadiran kementerian baru inl akan menghadir-
kan pelayanan haji dan umrah yang terintegrasi di bawah
satu atap. "Kementerian Haji dan Umrah Republik indonesia
akan menjadi one stop service. Semua yang terkait dengan
pe haji akan dan
oleh Kementerian Haji dan Umrah,” kata Marwan
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP

2026. Terutama masalah data jemaah, Istithaah (kemampuan)
kesehatan dan standar pelayanan kepada jemaah.

"Kami dihadapkan dengan tantangan yang tidak mudah.
Namun, kami dimudahkan karena sudah terlibat persiapan haji
sejak 2025 dan akan full menangani di tahun 2026 inl." ujar
Dahnil kepada Rakyat Merdeka, Jumat (25/8/2025).

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawlijaya, Andhyka
Muttagin menilal perubahan dari BP Hajl menjadi Kementerian
Haji dan Umrah marupakan sebuah terobosan. Tetapi, dia
menegaskan, perlu ada langkah khusus untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan terkait haji

"Kerja kerasnya harus extra ya. Apalagi pembentukannya
menjelang akhir tahun 2025 dan pelaksanaannya sudah di awal
tahun 2026," ujar Andhyka kepada Rakyat Merdeka, Jumat
(29/8/2025).

Untuk

lebih jelas dari Dahnil Anzar
dan Andhyka Muttagin mengenai pembentukan

Haji) Dahnil Anzar me Hali
dan Umrah akan fokus pada persiapan pelaksanaan haji musim

Kementerian Haji dan Umrah, berikut wawancaranya.

ANDHYKA MUTTAQIN, Pengamat

Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang
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Ya, saya melihatnya sebagai
terocbosan yang sangat efektif dan
efisien. Tentu, tantangannya besar.
Menteri yang baru harus bekerja
ekstra keras, lincah, dan bisa
beradaptasi dengan cepat.
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